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MATRIKS PERBANDINGAN 
 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 82 TAHUN 2017 

TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 
2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG 

TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

Peraturan Bupati Banjarnegara 
Nomor 76 Tahun 2021  

Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara 

Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Banjarnegara 

Peraturan Bupati Banjarnegara  
Nomor 5 Tahun 2023  

Tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 

Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJARNEGARA, BUPATI BANJARNEGARA, 
Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan administratif 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan  
Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 82 Tahun 2017 tentang 
Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai tindak lanjut dari 
diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

b. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan 
berdasarkan kajian nilai sewa pasar, terdapat perubahan tunjangan 

Menimbang: 
a. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan 

berdasarkan kajian nilai sewa pasar, terdapat perubahan tunjangan 
transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara; 

b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan administratif 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 tentang 
Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Banjarnegara sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 
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transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjamegara; 

c. bahwa untuk menyesuaikan nilai tunjangan transportasi dengan 
nilai pasar, maka Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 82 Tahun 
2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Banjamegara perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 
Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjamegara; 

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa untuk menyesuaikan nilai tunjangan transportasi dengan nilai 
pasar, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 
tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 
2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu diubah kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara 
Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara; 

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6841); 
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2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara 
RI Tahun 2008 Nomor 199); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjamegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
12 Tahun 2008 ten tang Peru bahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 
2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjamegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Peru bahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
104); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
245); 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
104); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
245); 

11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 tentang 
Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 82); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 
Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 76); 
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13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 tentang 
Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 82); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATJ TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN 
TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
BANJARNEGARA NOMOR 82 TAHUN 2017 
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA. 

Pasal I Pasal I 
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 
2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Ka bu paten 
Banjamegara Tahun 2017 Nomor 82) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 
2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 
tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 3 
Besarnya tunjangan transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebanyak Rp 8.900.000,00 
(delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). 

Pasal 3 
Besarnya tunjangan transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebanyak 
Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per orang per 
bulan. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2023. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara. 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 30 Desember 2020 
BUPATI BANJARNEGARA, 

ttd 
BUDHI SARWONO 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 13 Maret 2023 

Pj. BUPATI BANJARNEGARA 
Cap ttd, 

TRI HARSO WIDIRAHMANTO 
Diundangkan di Banjarnegara 

pada tanggal 30 Desember 2020 
 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 13 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
ttd 

INDARTO 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 
Cap ttd, 

INDARTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2020 NOMOR 76 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 
2023 NOMOR 5 

 

 

 

 


